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TUNGGU , - Terdakwa Nelly Margaretha (depan, kanan) menanti dimulainya sidang kasus suap
Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot di Pengadllan Tipikor, Jakarta, Senin (16/12).
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Hal1 | = nelly suap
uang masing-masing sejumlah
R0500 juta yang berasal dari
fee paket-paket pengerjaan pa-
ling lambat 3 September 2019
karena akan digunakan untuk

pengurusan kasus bantuan ke- |

uangan-di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Bengkayang yang
ditangani Direktorat - Tindak
Pidana Korupsi Polda Kali-
mantan Barat.

Selain itu, Suryadman
Gidot - juga menyampaikan
bahwa Dinas PUPR akan
mendapatkan tambahan ang-
garan sejumlah Rp7,5 miliar
dan Dinas Pendidikan akan
mendapatkan tambahan ang-
garan sejumlah Rp6 miliar
untuk disahkan oleh DPRD
Bengkayang yang nantinya,
akan dipecah menjadi bebe-
rapa paket pekerjaan PL se-
hingga dapat dikumpulkan

fee dari kontraktor/pengusaha
yang mengerjakannya.
Menindaklanjuti ~ per-

mintaan Suryadman Gidot,
Aleksius menghubungi be-
berapa  kontraktor/peng-
usaha untuk menawarkan
sejumlah paket pekerjaan
PL Dinas PUPR TA 2019 de-

ngan kompensasi fee sebesar
10 persen dari nilai paket pe-

kerjaan yang akan diberikan

kepada Suryadman Gidot.
Pada 1 September 2019,
Nely ditawari untuk menda-
pat paket pekerjaan dengan
memberikan fee- di muka

(ijon). Atas penawaran terse-

but Nely menyatakan kesedi-
aannya dan mengambil tiga
paket pekerjaan serta ber-
sedia memberikan fee untuk
Suryadman Gidot sejumlah
Rp60 juta. ?
Uang ditransfer ke reke-
ning BCA atas nama Fitri Ju-
lihardi secara bertahap, yaitu
sejumlah Rp20 juta, Rpl5
juta dan Rpl3 juta. Nely
pada hari yang sama juga
kembali mentransfer uang
sejumlah Rp12,5 juta ke re-
kening Bank BNT atas nama
Fitri Julihardi, sehingga to-
talnya Rp60,5 juta untuk se-
lanjutnya diserahkan kepada
Suryadman Gidot. :
Setelah menerima uang,
Fitri lalu menarik uang tu-
nai sejumlah Rp60,5 juta ke-
mudian sejumlah Rp60 juta
dibawa ke Pontianak untuk
diserahkan kepada Suryad-

man Gidot melalui Aleksius
dan sisanya sejumlah Rp500

ribu, digunakan sebagai ong--

kos perjalanan Fitri Julihardi.

Setelah pemberian uang
ffee dari Nely kepada Suryad-
man melalui Aleksius dan
Fitri, ada juga pemberian
uang fee dari beberapa peng-
usaha lain yaitu Rodi, Bun
Si Fat alias Alut, Yosef alias
Ateng dan Pandus sejumlah
Rp280 juta, sehingga total
‘pemberian uang fee untuk
Suryadman Gidot seluruh-
nya Rp340 juta.

Aleksius lalu membagi
uang tersebut, yaitu sejum-
lah Rp300 juta diberikan
kepada Suryadman Gidot,
Rp30 juta untuk Fitri Ju-
lihardi dan sejumlah Rp10
juta untuk Aleksius.

"Pada 3 September 2019,
Alksius menemui Suryad-
man Gidot di Mess Pemkab
Bengkayang menyampaikan
bahwa uang sejumlah Rp300
juta dari para pengusaha ter-
masuk terdakwa sudah siap
akan diserahkan kepada
Suryadman Gidot melalui
ajudannya bernama Risen
Sitompul. Atas persetujuan

‘Suryadman Gidot, kemudian

Aleksius menyerahkan uang

~sejumlah Rp300 juta kepada

Risen Sitompul dan mela-
porkan penyerahan uang
tersebut kepada Suryadman
Gidot," jelas jaksa Joko.

Atas perbuatannya, Nely
Margaretha didakwa Pasal 5
ayat 1 huruf a atau Pasal 13
UU No 31 tahun 1999 seba-
gaimana diubah dengan UU
No 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pi-

“dana Korupsi juncto Pasal

55 ayat 1 ke-1juncto Pasal 64
ayat1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur
mengenai orang yang mem-
beri sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud su-
paya pegawai negeri atau pe-
nyelenggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan .
kewajibannya dengan an-
caman hukuman minimal
satu tahun penjara dan mak-
simal lima tahun penjara
dan denda paling sedikit
Rp50 juta dan paling banyak
Rp250 juta. (ant/bls)
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